
 

 

 

WALI KOTA SAMARINDA 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA 

NOMOR  27  TAHUN  2017 
 

TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 
 

WALI KOTA SAMARINDA, 
 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, 

perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1820; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);   

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencaaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421);  
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8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 04);  

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049);  

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4138); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4139);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502);   

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4574);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576);   

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578);  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 

2011 Nomor 310);   

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 903);  

26. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 11);    

27. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 

(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 1);  

28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Samarinda Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota 

Samarinda Tahun 2016 Nomor 8); 

29. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2011 tentang 
Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan 

Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 
Nomor 51); 

30. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 38 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Samarinda (Berita 

Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 38); 
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31. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 

Nomor 4); 

32. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 63 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 

2016 Nomor 63); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 

 
Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas: 

a. Pendapatan  

1. Pendapatan Asli Daerah             Rp.   391.362.320.379,97 

2. Dana Perimbangan                     Rp.1.617.965.303.098,00 

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah  Rp.   428.299.025.911,00 

Jumlah Pendapatan                                                Rp.2.437.626.649.388,97 

b. Belanja  

1. Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai Rp.1.016.397.578.034,57 

b) Belanja Bunga Rp.                            - 

c) Belanja Subsidi Rp.                            - 

d) Belanja Hibah Rp.     31.691.725.000,00 

e) Belanja Bantuan Sosial Rp.                            - 

f) Belanja Bagi Hasil Rp.                            - 

g) Belanja Bantuan Keuangan Rp.       1.659.592.935,00 

h) Belanja Tidak Terduga Rp.       1.075.015.572,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung            Rp.1.050.823.911.541,57  

2. Belanja Langsung 

a) Belanja Pegawai Rp.203.081.092.560,00 

b) Belanja Barang dan Jasa Rp.382.286.717.761,64 

c) Belanja Modal Rp.695.737.176.719,43 

Jumlah Belanja Langsung             Rp.1.281.104.987.041,07 

Jumlah Belanja                                                        Rp.2.331.928.898.582,64 

Surplus/(Defisit)                                                       Rp.   105.697.750.806,33 

c. Pembiayaan 

1. Penerimaan Rp. 73.457.600.107,89 

2. Pengeluaran Rp.                        -  

Jumlah Pembiayaan Netto                                         Rp.    73.457.600.107,89 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan   Rp.  179.155.350.914,22 
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Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 
 

 
Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 
 

 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini.  
 
 

Pasal 5 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 
 

Ditetapkan di Samarinda 

pada tanggal 24 Agustus 2017 

WALI KOTA SAMARINDA, 
 

ttd 

 

H. SYAHARIE JA’ANG 

 
Diundangkan di Samarinda 

pada tanggal 24 Agustus 2017        

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 

                           ttd 

 
            SUGENG CHAIRUDDIN 

 
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 27. 
 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Daerah Kota Samarinda 

Kepala Bagian Hukum, 
 

 
 

             H. MASRIL N, SH. MH. 
NIP. 196303121986031008 


